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PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
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TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA

bahwa salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha sesuai ketentuan Pasal 127 huruf d
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
yang cukup potensial untuk dipungut adaiah Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 17 Tahun 1999 tentang
Retribusi Pendaratan Kapal sudah tidak sesuai lagi dengan perl<embangan saat ini,

sehingga perlu ditinjau kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b,

maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan

Kepelabuhanan.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkai ll di Sulawesi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1959 Nomor
74 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1822);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang HukumAcara
Pidani(Lembalan Negara Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor 38, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3209);
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundlng-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor
353, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389);
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah (l-embaran

ttegarJ Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Reiublik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undnang-

undlng Nomoi32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

RepubTik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tatnbahan Lembaran Negara Republik

I ndonesia Nomor 4844)',
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);
Undang-undang Nom or 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran_Negara

nepu5iik lndon6sia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik

5.

6.

L

lndonesia Nomor 4849);
T. Undang-undang Nomor2S Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(LembJran Ne-gara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5049);
peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik lnConesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan
pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2O0t Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4593);

z

9.
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11.
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
pemanfaatan lnsentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5161);
12. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bentuk dan Jenis

Produk Hukum Daerah ;

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2006 tentang Penyusunan

Produk Hukum Daerah;
peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah

dan Berita Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara

Pemungutan Retribusi Daerah;
peraturln Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas

13.

14.

15.

16.
di Lingkungan Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyidik

Pegawai Negeri sipil (Lembaran Daerah Tahun 2002Nomor 22).

Menetapkan

Dengan Persetuiuan Bersama

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENMUNA
dan

BUPATI MUNA

MF.MUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUST PELAYANAN KEPELABUHANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah KabuPaten Muna;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muna;

3. Bupati adalah BuPati Muna,
4. Dewan Perwakilan Rakyat baerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murta;

5. pejabat adalah itegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai

dengan Peraturan Perundang-undangan;
6. Badan adalah suatu bentul badan usaha yang meliputi Perseroan. Terbatas'

perseroan Comanditer, Peseroan lainnya, Bad-an Usaha Milik Negara atau Daerah

dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumputan, Firma, Kongsi,

Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk

Usaha Tetap serta Bentuk Usaha lainnya;
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adatah pungutan sebagai

pembayaran atas ;asa ltau pembe;ian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang/pribadiatau P?dT;
B. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas laia yang disediakan oleh Pemerintah

Daerah Oengan menganut prinsip komersiil kaiena pada dasarnya dapat pula

disediakan oleh sektor swasta;
L Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan pada pelabutran kapal

perikanan oanlbiang bukan kapal perikanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan

pelabuhan kapal yang dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak

termasuk yang di(eloL oleh Badan Usaha Nilik Negara, Badan Usaha Milik Daerah

dan pihak swasta;

I



3

10. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-
batas tertentu sebagai tempat pemerintahan dan kegiatran pengusahaan yang

dipergunakan sebagai termpat kapal bersandar, nail< turun penumpang dan/atau
bongkar muat barang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi
dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan;

11. Angkutan Laut Pelayaran Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan
mempunyai karateristik tersendiri untuk rnelaksanakan angkutan diperairan dengan
menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor danlatau kapal motor sederhana
berbendara lndonesia dengan ukuran tertentu;

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan
Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

13.Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan suatu batas

waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan

fasilitas Kepelabuhanan;
14. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD

adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek

retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi

yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

tS. burit Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat

keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yattg terutang;

16.Surat Ketetapin Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang se.lanjutnya

disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas

jumtah retribusi yang telah ditetapkan;
17. 

'Surat 
Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat

SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran

retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar retribusi yang terutang atau tidak

seharusnya terutang;
18. Surat taginan Retri'busi Daerah, yang selanjutnya disingkat sebagai. STRD, adalah

sucat untuk matakukan tagihan reiribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga

dan atau denda;
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan

mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan

pem6nuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan Retribusi Daerah;
20. penyidlkan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang

dilakukan oleh Penyidik Pegawai t tegeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk

mencari serta mengumpulkin bukti yJng dengan bukti itu membuat terang tindak pidana

dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya'

BAB II

NAMA,OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dipungut retribusi sebagai pembayaran

atas pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan

yang diseiiakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah Pelayanan Jasa Kepalabuhanan termasuk fasilitas lainnya
' ' 

dilingkungan pelabuhan yang di#diakan, dimilikidan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;

(2) DikJcuati1an'uari onyet retiiousi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah.pelayanan

jasa kepelabuhanan yang disediakan,-dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah, Badan

Usaha iititiX ttegara, Badan Usaha M1p Daeralr dan Pihak Swasta.

Pasal 4

subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ melikmSti pelayanan

kepelabuhanan yang disediakln, dimilikidan/atau dikelola pleh Pemerintah Daerah.



BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan sebagai RetribusiJasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi,
volume, atau jangka waktu.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR

DAN BESARNYA'I'ARIF

Pasal 7

(1) prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha' ' 
Kepelabuhanan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan

yang diperoten Jpabila pelayanan jasa usaha kepelabuhanan dilakukan secara

efisiien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 8

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;

iZi peninjauan tarif Retrinusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan' ' 
mumperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;

(3) peneiapan tarif retribusi sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan

Peraturan BuPati.

BAts VI
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD, dengan menerbitkan SKRD atau

dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT;
(2) Bentuk dan isi seblgaimana dimaksud datam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati;

i:j eenin;auan tarif Retiibusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
' ' *"rfurhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;

(4) peneiapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan

Peraturan BuPati.

BAB VII
TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

, Pasal {0

(1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat

pengguna an jasa dengan tarif Retribusi;
(2) Tingkat penggunaan 1-"s" sebagaimana climaksud pada ayat (1) adalah jumlah

p",iggun'u"n--lasa ying dijadilan dasar alokasi beban biaya yang dipikul

p"*Eint"h daerah untuk penyetenggaraan jasa yang bersangkutan;

(3) Apabila tingkat penggunaan jisa sJOagaimina dimaksud pada ayat (1) sllit diukur

maka tingkat pung{;nt.n lala dapat Oitaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh

pemerintah daerah;
(4) iRrn1u, sebagaimana dimaksud ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul

oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut;
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(5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase
tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang;

(6) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam
atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan
tarif retribusi.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka

waktu pemakaian;
(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku diwilayah daerah;
(3) Dalam penetapan biaya retribusi,diperhitungkan juga biaya administrasi dan

operasional;
(4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan

sebagai berikut:

a. Jenis Pelayanan Labuh Kapal Bermotor :

BOBOT KAPAL / GT

01.00 - 05.00/GT
06.00 - 20.00/GT
21.00 - 32.00/GT

1. Per orang
2. Becak dan gerobak
3. Kendaraan roda dua
4. Kendaraan roda emPat
5. Kendaraan roda enam
6. Kendaraan roda enam keatas

Rp.
Rp.
Rp.

5.000
9.000

12.000

b. Jenis Pelayanan Tambat Kapal Bermotor:

c. Jenis Petayanan Penyediaan Fasilitas Dermaga / Pelabuhan :

Alat-alat berat seperti fasilitas PLN/Telekomunikasi dan Transportasi

Rp.10.000/ton/hari.
Batu, pasir, timah dan sejenisnya Rp. 1.OO0/kubikasi/hari.
Barang export /import 1 % dari nilai jual /hari.
Mobile-r, alat-alat perabot rumah tangga dan jenis-jenis dagang lainnya

Rp.3.000/hari.
Bahan hasit bumi dan laut 1 o/o dari nilai jual/hari.

Bahan Sembako O,5o/o dari nilaijual/hari.
Bahan asal hewan 1 % dari nilai jual/hari.
Untuk hewan :

- Kuda, kerbau, sapi dan sejenisnya 1To dari nilaijual/hari.
- Unggas besar dan senisnya 1 o/o dari nilaijual/hari'

d. Masuk Dalam Kawasan Dermaga / Pelabuhan :

1.

2.
?

4.

5.
b.
7.
B.

Rp. 1.000/hari
Rp. 1.500lhari
Rp. 2.000/hari
Rp.4.000/hari
Rp.10.000/hari
Rp.18.000/hari

TARIF / SEKALI LABUH

No BOBOT KAPAL / GT TARIF / SEKALITAMBAT

1

2
3

01.00 - 05.00/GT
06.00 - 20.00/GT
21.00 - 32.00/GT

Rp.
Rp.
Rp.

9.000
15.000
25.000



BAB IX
KEWAJIBAN PEMBAYARAN RETRIBUS!

Pasal 12

Setiap orang atau badan hukum yang memanfaatkan fasilitas kepelabuhanan wajib
membayar retribusi sesuai jenis pelayanan yang besarnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 1.

BAB X
WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah Tempat Pelayanan Penyediaan
Fasilitas Kepelabuhanan.

BAB XI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

Masa retribusi pelayanan kepelabuhanan berlaku setiap hari atau ditetapkan lain oleh
Bupati.

Saat retribusi terutang adalah
dipersamakan.

Pasal 15

pada saat ditetapkannya SKRD

BAB XII
SURAT PENDAFTARAN

atau dokumen lain yang

dan lengkap

sebagaimana

(1)
(2)

(3)

Pasal 16

Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD;
SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas
serta ditanda tangani oleh wajib retibusi atau kuasanya;
Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 17

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan

retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan;
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data
yang semula belum terungkap yang rTtenyebabkan penambahan jumlah retribusi
yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;-Aeniuk, 

isi dln tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(2)

(3)



BAB XIV
PENGENOALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengadakan pengendalian dan pengawasan
terhadap setiap pemegang izin tempat usaha baik yang tidak maupun
menimbulkan gangguan;

(2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
setiap tahun.

BAB XV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan;
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
(4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului

dengan Surat Teguran;
(5) Hasil pemungutan retribusi sebagarmana dimaksud pada ayat (2) disetor secara

bruto ke Kas Daerah.

BAB XVI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

(1) Retribusi terutang pembayarannya dilakukan secara tunai/lunas;
(2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan dan SKRDKBT;
(3) Tata cara penyetoran, pengangsuran dan tempat pembayaran retribusi diatur

dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
PEMANFAATAN

Pasal ?1

(1) pemanfaatan dari penerimaan dari penerimaan Retribusi Pelayanan
Kepelabuhanan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan
penyelerrggaraan pelayanan yang bersangkutan.

(2) Ato[asi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:
a. Perbaikan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan kepelabuhanan.
b. Membiayai penyelenggaruanpengendalian dan pengawasan'

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kuralg membayar
dapat dikena(an sanksi administrasi dengan bunga 2o/o (dua persen) setiap.bulan dari

retribusi yang terutang dengan yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.



Pasal 23

(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan
menggunakan STRD;

(2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat
Teguran;

(3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan
awal pelaksanaan penagihan retribusi ciikeluarkan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal jatuh tempo pembayaran;

(4) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah tanggal surat
Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi
yang terutang;

(5) Surat TeguranlPeringatan/Surat lain yang sejenis sehagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk;

(6) Tata cara dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
KEBERATAN

Pasal 24

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat
yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa lndonesia dengan disertai alasan-
alasan yang jelas;

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal SKRD diterbitkan, kecualijika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;

(4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu
keadaan yang terjadi dlluar kehendak kakuasaan Wajib Retribusi;

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan
pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 25

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan
dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan
kepastian hukum bagiWajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi
keputusan oleh Bupati;

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati
tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.

Pasal 26

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaian Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2%

(dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
(Z) imUaian bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan

pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

/



(1)
(2)

BAB XX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

Bupati dapat memberikan keringanan dan pembebasan retribusi;
Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagainrana dimaksud dalam
ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dapat diberikan
kepada pengusaha kecil untuk mengangsur;
Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain diberikan
kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan kerusuhan;
Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusiditetapkan oleh Bupati.

BAB XXI
PENG EMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYAR.AN

Pasal 28

Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati;
Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya
permohonan pemgembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
Apabila jangka wiktu sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

telah diiampaui dan bupati tidak memberikan suatu keputusan p_e.rmohonan

pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus

diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
Apabila wajib retribuii mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung dipertimbangkan untuk melunasi

(3)

(4)

(6)

(7)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
(5) pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

1t; 
-Oitakukan 

datam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak sejak

diterbitkannya SKRDLB;
Jika pengerb"li"n kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2
(dua)'bulin, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2o/o (dua persen) sebulan

atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi;
Tata cara pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XXII
KADALUVJARSA PENAGIHAN

Pasal 29

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui

jangka waktu 3 (tiga) tahun-terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika

wajiu Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh

jika :

a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun

tidak langsung.
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal cliterimanya Surat Teguran tersebut;

Pengakuan utang Rltribusi secara tangsung!ebagaimana.dimaksud pada ayat (2) huruf

U aO-atafr Wajib Retribusi dengan kesadarannya mertyatakan masih mempunyai utang

Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada

uyu{ e) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi'

(5)
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BAB XXIII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 30

('1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban Retribusidalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi;

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :

a. mempedihatkan dar/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi
dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Retribusi yang tenrtang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap
perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan

Peraturan Bupati.

Pasal 31

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;

(2) BupatiMalikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi
Kabupaten/Kota yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 32

(1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
diberikan insentif sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan;

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.

BAB XXV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipiltertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberiwewenang
khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi
Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pldana;

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Fejabat Pegawai Negeri
Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang
bemenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenan dengan tindak Pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan
tindak Pidana Retribusi Daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana
di bidang Retribusi;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
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g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempaf pada saaf pemenksaan sedang berfangsung dan memeriksa identitas
orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi;
i. Memanggil orang untuk didengar keterarrgannya dan diperilcsa sebagai

tersangka dan saksi;
j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
k rll\afako*an tidakan laln yanE pedu u,rfu'k ke/ancaran penyidikan tindak Pidana

di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umctm
melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik lndonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan
daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling
banyak 3 (tiga) kalijumlah retribusitenfiang yang tidak atau kurang dibayar;

(2) Tuntutan Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan sifatnya
a#tan menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau wajib retribusi karena itu
dijadikan tindak pidana pengaduan.

BAB XXVII
KEIENTUA^/ PErr/UfUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor
17 Tahun 1999 tentang RetribusiTempat Pendaratan Kapal dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian
dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai aturan pelaksanannya.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahl<an pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
Parle iannn al 2t - 6 - 2C.11r,*,.;99-_;

Diundangkan di Raha
Padatanggal 2t - 6 -ZOtl

SEKRETARTS-IKAB U PATEN,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 201 1

NOMOR : Qg

/
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t.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA

NOMOR 09 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan maksud di atas dalarr rangka mengisi otonomi daerah sebagai wujud
pelaksanaan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemeritrtahan Daerah dan
implementasi Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
maka dipandang perlu menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dari sektor Perizinan
tertentu.

Penerapan pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan diharapkan dapat membiayai
sarana dan prasarana tingkungan kepelabuhanan sehingga kualitas pelayanan dapat m,eningkat.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas.
Pasal 2 cukup jelas.
Pasal 3 cukup jelas.
Pasal 4 cukup jelas.
Pasal 5 cukup jelas.
Pasal 6 cukup jelas.
Pasal 7 cukup jelas.
Pasal B cukup jelas.
Pasal 9 cukup jelas.
Pasal 10 cukup jelas.
Pasal ll cukup jelas.
Pasal 12 cukup jelas.
Pasal 13 cukup jelas.
Pasal 14 cukup jelas.
Pasal 15 cukup jelas.
Pasal 16 cukup jelas.
Pasal 17 cukup jelas.
Pasal 18 cukup jelas.
Pasal 19 cukup jelas.
Pasal 20 cukup jelas.
Pasal 2l cukup jelas.
Pasal 22 cukup jelas.
Pasal 23,24,25, dan 26 cukup jelas.
Pasal 27 , 28,29, dan 30 cukup jelas.
Pasal 31,32,34, dan 35 cukup jelas.
Pasal 36 dan pasal 37 cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAEMH KABUPATEN MUNA NOMOR : 09

lt.


